
 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarakan urian di bab-bab terdahulu, maka dapat disimpulkan 

bahwa sebagai berikut: 

1. Duduk Perkara Mahkamah Agung Nomor 1638 K/PDT/2010 Tentang Jual 

Beli Tanah Bahwa sebelum gugatan ini diajukan, Penggugat telah 

berupaya secara kekeluargaan baik melalui kepala lingkungan, kepala desa 

setempat untuk memanggil para Tergugat dan diberikan pengertian bahwa 

perbuatannya tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang  

merugikan Penggugat, namun  semua upaya yang telah dilakukan sia-sia 

karena para Tergugat tidak mau tahu dengan tetap bertahan di tanah 

sengketa sampai sekarang ini.  

2. Dasar Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam memutus Perkara 

Nomor 1638 K/Pdt/2010, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh 

para pihak selama proses persidangan di pengadilan tingkat pertama, 

tingkat banding dan kasasi maka bahwa meneliti bukti-bukti yang diajukan 

Pemohon Kasasi yaitu bukti sertifikat hak milik atas dua obyek tanah 

sengketa serta akta jual beli tanah tersebut.  

3. Mekanisme Mekanisme penerbitan dan peralihan hak atas tanah sejak 

tahun 1988 bahwa persyaratan alas hak dalam penerbitan sertifikat hak 

atas tanah berdasarkan Peraturan Penerintah Nomor 10 tahun 1961 

mengacu pada persyaratan yang digunakan pada masa pemerintahan 



 

 

Hindia Belanda (kultur hukum) pada masa lalu, yakni atas permohonan 

yang berhak, maka sesuatu hak atas tanah di desa-desa yang pendaftaran 

tanahnya belum diselenggarakan secara lengkap dapat pula dibukukan 

dalam daftar buku-tanah. Jika ada yang mengajukan keberatan, Kepala 

Kantor Pendaftaran Tanah menunda pembukuannya sampai ada keputusan 

hakim yang membenarkan hak pemohon atas tanah itu.  

B. Saran 

1. Bahwa dalam hukum acara peradilan seorang  hakim dapat memberikan  

rasa keadilan bagi  para pencari keadilan dengan lebih mencermati dan 

meneliti seksama alat bukti yang dibuktikan oleh para pihak sehingga 

kesannya dapat menghasilkan putusan (yuris prudesnsi) yang dapat 

dijadikan  sebagai acuan praktisi hukum berikutnya. 

2. Kepada hakim Mahkamah Agung dan rekan-rekan penelitian agar dapat 

lebih memahami dasar dan pertimbangan seseorang hakim dalam memutus 

perkara untuk melakukan wawanca yang lebih mendalam 

3. Untuk  masyarakat agar  lebih cermat dan lebih teliti dalam melakukan 

transaksi jual beli dan diupayakan semaksimal mungkin untuk meregistrasi 

dalam rangka  legalisasi kepemilikan hak atas tanahnya agar segera 

mendaftarkan tanahnya untuk memperoleh sertifikat, 



 

DAFTAR PUSTAKA 

A. Buku-Buku 

 

Abdul Kadir Muhammad, Hukum Acara Perdata Indonesai, Penerbit Alumni, 

Bandung, 1978. 

Boedi Harsono, "Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang 

Pendaftaran Tanah (lsi dan Penjelasannya)," (makalah 

disampaikan dalam Seminar Nasional di Jakarta kerjasama FH 

Trisakti dengan BPN, 14 Agustus 1997). 

Djamanat Samosir, Hukum Acara Perdata: tahap-tahap penyelesaian Hukum 

Acara Perdata, Cet I. Bandung, Nusa Aulia,2011.  

Erman Rajagukguk, Hukum Agraria, Pola Penguasaan Tanah dan Kebutuhan 

Hidup. Chandra Pratama, Jakarta, 1995. 

M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, 2004. 

Mukti Anto, Praktek Perkara Perdata, Yogyakarta, Pustaka Pelajar,2004. 

R. Subekti, Aneka Perjanjian, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995. 

R.M Suryodiningrat, Perikatan-Perikatan Bersumber Perjanjian, Tarsito, 

Bandung, , 1996, 

Salim H.S, Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Sinar 

Grafika, Jakarta, 2003, 

Sarwono, Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik, Jakarta: Sinar Grafika, 

2012. 

Sofie widyana P, Istilah Pihak-Pihak dalam Gugatan Perdata, Artikel Hukum 

Acara perdata, Diakses 19 Januari 2021.  

Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia. 

Tampil Anshari Siregar, Mempertahankan Hak Atas Tanah, Medan, Multi 

Grafik, 2005, 

Wahju Muljiono, Teori dan Praktek Peradilan Perdata di Indonesia, 

Yogyakarta:Pustaka Yustisia,2012. 

Winahyu “Dasar Hak Menguasai oleh Negara”, 17 April 2012 

Wirjono Projodikoro, Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan 

Tertentu, Sumur, Bandung,1991. 

Zainuddin Mappong, Eksekusi Putusan serta merta: Proses Gugatan dan cara 

membuat putusan serta pelaksanaan eksekusi dalam perkara 

perdata, Malang, Tunggal Mandiri Publishing, 2010. 

 

B. Jurnal, Majalah, Surat Kabar 

Lalu Amrillah dan Suroso, POLA PENGELOLAAN TANAH ADAT 

JURANG KOAK DIKAWASAN TAMAN NASIONAL GUNUNG 

RUNJANI (TNGR) DESA BEBIDAS KECAMATAN 

WANASABA Program Studi Pendidikan Geografi Universitas 

Hamzanwadi, e-ISSN 2549-1830 Jurnal Geodika Vol. 2, No. 2, 

Desember 2018. 



 

Tulisan ini mengambil makna Delandreformisasi dari: Syahyuti (Pusat Sosial 

Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Jl. A. Yani No. 70 Bogor, 

16161), DE-LANDREFORMISASI SEBAGAI GEJALA ANTI 

LANDREFORM DI INDONESIA: Karakter, Penyebab dan Upaya 

untuk Pengendaliannya (De-Land-Reform as the Indications of Anti 

Land Reform in Indonesia, Caracters, Causes and 

Measures),FORUM PENELITIAN AGRO EKONOMI, Volume 29 

No. 2, Desember 2011. 

 

C. Peraturan-Perundang-undangan 

Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok 

Agraria 

Peraturan Pemerintah Republik Inonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang 

Pendaftaran Tanah 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1961 tentang 

Pendaftaran Tanah 

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1638/K/Pdt/2010.  

 

D. Website 

https://www.gurupendidikan.co.id/metode-penelitian-hukum/ diakses pada 

tanggal 17 November 2019 pukul 23:24 wita. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 


